BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 85 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

NJABAT WALI NAGARI PUNGGASAN UTARA, PENJABAT WALI
NAGARI PUNGGASAN TIMUR, PENJABAT
NJABAT WALI NAGARI PADANG XI
PUNGGASAN,

PENGANGKATAN PE
NAGARI PUNGGASAN, PENJABAT WALI
WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN, PE

PUNGGASAN, DAN PENJABAT WALI NAGARI LAGAN MUDIK

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa masa jabatan Wali Nagari Punggasan Utara, Wali
Nagari Punggasan, Wali Nagari Punggasarn Timur, Wali Nagari
Lagan Hilir Punggasan, Wali Nagari Padang X[ Punggasan,
dan Wali Nagari Lagan Mudik Punggasan Periode Tahun 2016
sampai dengan Tahun 2022 telah berakhir pada tanggal 6
Januari 2023, dan untuk mengisi kekosongan jabatan Wali
Nagari dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari
Serentak, perlu dilakukan pengangkatan Penjabat Wali
Nagari;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Nagari, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wali Nagari
dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Serentak,
Bupati menunjuk Penjabat Wali Nagari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pen angkatan Penjabat Wali Nagari Punggasan
Utara, Penjabat W i Nagari Punggasan, Penjabat Wali Nagari
Punggasan Timur, Penjabat Wali Nagari Lagan Hilir
Punggasan, Penjabat Wali Nagari Padang XI Punggasan, dan
Penjabat Wali Nagari Lagan Mudik Punggasan.

Menimbang .oa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2755);

Mengingat . L
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573),

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
0014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
JDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2018 tentang Nagari;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagari;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman

Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
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perhatikan & Surat Camat Linggo Sari Baganti Nomor : 140/1108/Pem-
L8B/2022 tanggal 28 Desember 2022, tentang Perubahan Usulan

Perpabat Wali Nagan.
MEMUTUSKAN |
Menetapkan
KESATU Mengangkat -
a Nama -~ MARFEN ROSADL ST
Nip 19720307 200801 1 010
Jabatan - Sekretana Kecamatan
Sebagal Peryabat Wali Nagan Punggasan Utara
b Nama KHAIRUNNAS M, S i, MM
Nip 19860408 201001 1 017
Jabmatan Kasubbag Perencanaan dan Reuangan
Sehagat Penjabat Wali Nagan Punggasan
¢ Nama  TARMIZI LAMERD, A Md PK, SKM
xip 19790511 200604 1 011
Jabatan . Kepala Seka Pemberdayaan Masyarakat dan
Perekonoman
Sebagal Penjabat Wali Nagan Punggasan Timur
d Nama DINI AFRIKO, S1IP
NP 19810715 200501 1 012
Jatatan Kepala Sekas Pemenntahan
Sebagal Penjabat Wali Nagari Lagan Hilir Punggasan
e Nama ANDE] RIDHAYAH AGOES, A Md
N 19710309 200212 1 003
Jatatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Sebagai Penjabal Wali Nagan Padang X1 Punggasan
{ Nama SAMIN, SH
Nip 19660101 198602 | 002
Jabatan : :;eph Seksi Ketentraman dan  Ketertiban
mum
Sehagai Perjabat Wali Nagan Lagan Mudik Punggasan
KEDUA Projabet Wah Negari sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, berhak memperoleh  tunjangan  yang  besarmnya
daentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagan
RETICA

© Masa Jabatan Perpabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, berlaky paling lama | (saty) tabun dan dapat
diperpaniang paling banyak 2 (duaj kali dalam masa jabatan yang

natiua,
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Keputusan  Bupati i mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
tkn.n diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paman
Pada tanggal ® Januan 2023
BUPATL '

RUSMA Y
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